GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) JATIM INVESTMENT MANAGEMENT

KE DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka upaya penyehatan dan sinergi usaha
bidang minyak dan gas bumi serta bidang kepelabuhanan di
Provinsi Jawa Timur, diperlukan restrukturisasi dalam bentuk
penggabungan Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya
dalam memberikan kontribusi bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Jawa Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penggabungan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment
Management ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim

Utama;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan




11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2003
tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment Fund
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 5
Tahun 2003 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas (PT)
Jatim Investment Fund (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2004 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006
tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN
TERBATAS (PT) JATIM INVESTMENT MANAGEMENT KE DALAM
PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan Perseroan
Terbatas (PT) Jatim Investment Management ke dalam Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.

Pasal 2

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berakibat
status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment
Management berakhir karena hukum.

Pasal 3

Akibat hukum penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, maka seluruh aktiva dan pasiva, usaha, dan pegawai
Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment Management beralih
karena hukum kepada Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim

Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur Jawa Timur melaksanakan proses penggabungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan prosedur

dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2003
tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment Fund
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1
Seri E); dan

b. Peraturan
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b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim
Investment Fund (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2004 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (17/368/2016)



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HHMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001




PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM INVESTMENT
MANAGEMENT KE DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA

I. UMUM

Untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa
Timur yang sehat, tidak tumpang tindih, mempunyai daya saing tinggi dalam
menjalankan kegiatan usahanya perlu adanya penataan Badan Usaha yang
salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi usaha dengan cara

penggabungan badan usaha (merger) dengan BUMD yang sudah ada.

Penggabungan ini dimaksudkan agar BUMD Provinsi Jawa Timur
dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana maksud dan tujuan
didirikannya BUMD tercapai yaitu dapat memberikan manfaat dan kontribusi
yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya dan

Indonesia pada umumnya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukannya restrukturisasi
Badan Usaha yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk menyehatkan BUMD adalah dengan melakukan penggabungan usaha
PT. Jatim Investment Management yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perseroan
Terbatas (PT) Jatim Investment Fund, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2003
tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Investment Fund kedalam Perseroan
Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas
(PT) Petrogas Jatim Utama (PT. PJU) dan terakhir diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama dimana kedua BUMD tersebut
salah satunya memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu bergerak dalam

bidang Pengelolaan Pelabuhan Umum.

Dengan
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Dengan digabungkannya kedua BUMD tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur dan sekaligus berperan aktif dalam menyumbang Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Jawa Timur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 66.




